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LAW IS LOVE OF LIFE

LOVE IS LAW OF LIFE




Benedictus es, Domine, Deus universi
quia de tua largitate accepimus scripturam, quam tibi
offerimus
fructum cordis rationisque et operis manuum hominum
ex quo nobis fiet scientia vitae
Benedictus Deus in saecula

Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Semesta Alam
sebab dari kemurahanMu kami menerima karyatulis,
yang kami siapkan ini
inilah hasil dari hati dan nalar serta usaha manusia
yang bagi kami akan menjadi ilmu tentang kehidupan
Terpujilah Allah selama-lamanya



MEMBACA JAN]JI...
EDDIE DIPO (SONORA)

Membaca koran setahun yang lalu...

Ternyata tentang calon Presiden yang disindir: Ra popo jadi
“ra 150 popo”

(-..aku cuma tersenyum)

Membaca koran dua tahun yang lalu... ,
Ternyata tentang ledakan bom saat ada marathon Boston...
(-.dahi berkerut dan mataku melolot)

Membaca koran tiga tahun yang lalu...

Ternyata tentang mahasiswa Unpar Bandung yang secara
heroik mengaplikasikan nilai-nilai penegakan hukum...

(mataku lebih lebar mencari tahu...)

la wafat karena melawan perampok yang dilawannya.
Sebutir peluru bersarang di bawah ketiaknya
(aku menarik nafas sambil geleng kepala...)

Dia semester IV FH...dia belajar menerapkan azas hukum,
Namun ia menjadi kurban rimba hukum...

(terbayang di otakku wajah-wajah para pengaku hamba
hukum...)

Aku bangun dan kubanting koran sekuat-kuatnya...
Dan aku pingsan karena jengkel akut...

Suara itu datang dan menyadarkanku...
“jangan ucapkan selamat jalan, karena Hary tetap hidup di hati
kita...”

Ya...
Ya...
Suatu saat dia akan menyindir kita kala kita tidak tepati janji...

Hary maafkan kami belum bisa sepertimu...

Kebon Jeruk, Jakarta, April 19, 2015
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KETERANGAN FOTO SAMPUL

Pada saat ini hampir tidak
mungkin lagl didapatkan
pekerja pemetik padi vang
menggunakan  alat  yang
berupa ani-ani.  Ani-ani
| adalah alat semacam pisau
_vang  bilang  tajamnya
dipasang pada sebidang
| papan kecil. Papan kecil ini
| kemudian  diberi  tangkai
| vertical  (melintang)  di
tengah  papan  tersebut.
Tangkai ani-ani umumnya
terbuat dari bambu dengan
diameter sekitar 2,5-3 cm.
Pada ujung tangkai yang
tertbuat dari bamboo ini
| biasanya dibuat meruncing
dengan fungsi agar bisa
diselipkan di atas gelungan
rambut atau  di pelipit
dinding bambu. Panjang
tangkai ini sekitar 15-20 cm. Sedangkan papan sebagai tempat
melesakkan bilah/lempengan pisau itu mempunyai ukuran sekitar 5
cm x 8§ cm dengan ketebalan papan tidak lebih dari 1 em. Lebar
bilah pisau itu sendisi juga tidak lebih dagi 1 cm.

Dengan alat seperti itulah wanita-wanita Jawa di masa lalu menuai
padi di sawah. Kita bisa membayangkan senditi bahwa proses
penuaian padi dengan alat yang hanya bisa dipegang oleh satu
tangan ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak
mengherankan jika proses pemanenan padi di Jawa pada masa lalu
relatif membutuhkan banyak tenaga penuai. Secara tradisi pula
proses penuaian padi ini hampir seluruhnya melibatkan kaum hawa.
Hal-hal seperti tersebut di atas tentu saja tidak bisa dilepaskan dari
tradisi agraris di Jawa beserta mitos dan legenda vang
melingkupinya. Padi bagi masyarakat Jawa adalah buah kemurahan
Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau bahkan dianggap sebagai
pengejawantahan dari Dewi Sti sendiri. Oleh karena itulah padi
diperlakukan secara istimewa. Pemanenan dengan menggunakan
alat yang berupa ani-ani hanya dapat dilakukan dengan memotong



batang padi setangkai demi setangkai. Proses ini dianggap sebagai
bentuk penghargaan terhadap Dewi Sti.

Kecuali itu, dari hal tersebut sebenarnya dapat juga ditarik dugaan
bahwa proses penuaian padi dengan cara-cara tersebut merupakan
salah satu bentuk penghargaan terhadap karya atau kinerja sendii.
Jika bukan diti sendiri yang menghargai karyanya senditi, lalu
siapakah yang akan menghargai karya sendiri. Demikian kira-kira
filosofi yang diterapkan dalam dunia pertanian padi ini. Dari sisi ini
pula sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penghargaan
tethadap hasil kerja sendiri melahirkan rasa cinta yang dalam,
keterikatak emosional dengan karya tersebut. Demikian pula halnya
dengan dunia perpadian di Jawa masa lalu.

Tidak mengherankan jika masyarakat Jawa sering pula berdialog
dengan tanaman padi dengan membayangkan bahwa padi
menanggapi omongannya. Ini bukan sesuatu yang aneh atau gila. Ini
adalah bentuk keterikatan emosional yang mendalam antara
pencipta karya (kerja) dengan objek ciptaan/ketjanya. Dengan
demikian, objek ketja secara pasti akan diperlakukan dengan sebaik-
baiknya sehingga hasilnya pun baik. Baik secara fisik maupun baik
(memuaskan) secara batin. Hal semacam ini dapat disejajarkan
dengan proses pembuatan ketis oleh para empu.

(gambar reproduksi dari buku berjudul Camera-Beelden van
Sumatra, Java, Bali karya K.T. Satake yang dipublikasikan di
Surabaya tahun 1935 serta dibuat dan dicetak di  kota
Middlesbrough, Inggris oleh Hood & Co. Ltd)

Sartono




PRAKATA

Sejarah menunjukkan bahwa Hukum Nasional Indonesia itu
adalah  warisan  Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Soetandyo  Wignyosoebroto (1994) menerangkan bahwa
secara sadar Hindia Belanda mengintroduksi serta
mengembangkan sistem hukum Eropa, khususnya Belanda
itu. Penerapan hukum Belanda ke dalam sistem sosial
Nusantara itu tentu saja demi kepentingan Belanda itu sendiri.
Hukum demi kepentingan Belanda inilah yang lalu diwarisi
oleh orang Indonesia pasca Kemerdekaan.

Dalam pada itu orang-orang Belanda zempo doeloe itu tinggal di
enclaves masyarakat Nusantara. Enclaves Belanda ini kemudian
diurus oleh sistem pemerintah daerah yang dikenal sebagai
Stadgeemente, yang kelak pada masa Kemerdekaan dikenal
sebagal Pemerintah Daerah Kota. 1tu sebabnya segenap fasilitas
hidup warga masyarakat itu tersedia lengkap hanya di
perkotaan itu saja, termasuk sistem hukumnya. Sebaliknya,
kawasan perdesaan praktis tidak pernah diurus atau difasilitasi
oleh Hindia Belanda. Golongan niet-nederlanders (bukan-
Belanda) baru akan diatur atas dasar hukum manakala
kepentingan nederlanders (Belanda) memerlukan hal itu. Sistem
hukum pidana misalnya, diberlakukan ke segenap golongan di
Hindia Belanda, guna menjaga ketertiban dan demi
melindungi orang Belanda dari kejahatan yang mungkin
dilakukan oleh golongan lain. Golongan timur asing Tionghoa
ditundukkan pada (sebagian besar) hukum Belanda demi
kepentingan ekonomis Belanda pula.

Atas dasar itu dapatlah difahami jika urusan pertanian, kecuali
ondernemingen (perkebunan) bukanlah urusan hukum di masa
penjajahan Hindia Belanda itu. Tidak ada urusan Belanda di
perdesaan dan pertanian ini. Hal ini diwarisi pula oleh
Indonesia Metrdeka. Itu sebabnya tidak ada cabang Hukum
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Pertanian dalam  struktur Hukum Nasional Indonesia,
meskipun mayoritas warga masyarakat Indonesia itu adalah
petani itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pengaturan dan
perlindungan hukum secara komprehensif atas kehidupan
perdesaan dan pertanian tersebut.

Dalam rangka pengenalan Hukum Pertanian inilah buku
Pengantar Hukum Pertanian (Koerniatmanto Soetoprawiro,
2013) beserta buku yang berjudul Hukum Agtibisnis dan
Agroindustri ini disusun. Hukum Pertanian merupakan salah
satu upaya untuk mendorong kehidupan pertanian Indonesia
tersebut menjadi bagian dari kehidupan yang modern. Hukum
Pertanian berupaya untuk memasukkan sektor pettanian dan
para petani yang biasa dipandang sebagai komunitas marjimal
itu ke dalam kehidupan hukum modern yang manusiawi. Hal
ini adalah ungkapan bahwa hukum itu wajib solider dan
mengutamakan mereka yang miskin, menderita dan tersisih,
Sekaligus Hukum Pertanian juga berupaya untuk memberi
warna hukum yang bernuansa kultural dan humanis serta
ckologis, dan bukan sekedar bernuansa ekonomis dan teknis
semata.

Adapun pola atau alur nalar yang diacu dalam karyatulis ini
berawal dari fakta bahwa kehidupan (pertanian) itu terdiri atas
dua unsur, yaitu peristiwa hukum dan peristiwa bukan hukum.
Peristiwa hukum adalah petistiwa yang menimbulkan hak dan
kewajiban ataupun kewenangan dan tanggung jawab. Peristiwa
hukum ini dapat memunculkan permasalahan hukum, yaitu
permasalahan yang erat dengan urusan hak dan kewajiban atau
kewenangan dan tanggung jawab itu. Selanjutnya, ada
permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara hukum,
namun ada pula yang tidak perlu diselesaikan secara hukum.
Dalam  konteks  inilah kehidupan ~ hukum  seringkali
memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum. Karyatulis
ini hendak memaparkan aspek kehidupan pertanian mana saja
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yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum, dan
aspek mana yang tidak memetlukan hal itu.

Selain itu dalam hal hukum positif, karyatulis ini bersifat kritis.
Artinya, dalam sejumlah aturan hukum karyatulis ini setuju
dengan pengaturan yang ada. Namun di aturan yang lain, karya
tulis ini dapat pula bersifat kontra.

Di lain fihak De Haan, Drupsteen dan Fernhout (1980)

berpendapat bahwa tugas hukum itu memajukan kepentingan

umum khususnya oleh Pemerintah melalui fungsi-fungsi
sebagai berikut:

o Fungsi Normatif (Normmatieve functie): Pertama-tama hukum
berfungsi untuk mengatur hubungan antara Pemerintah
dengan warga masyarakat. Bagi Pemerintah hukum

- berfungsi untuk menata  (regeling)  baik  organisasi
pemerintahan maupun aparatnya. Selain itu, hukum juga
memberi arahan perilaku (normering) menyangkut reksa
pemerintahan dan masalah perlindungan. Sementara itu
bagi warga masyarakat, hukum mengatur kewajiban yang
bersifat mengikat secara individual, baik melalui penetapan
(beschikkingen) maupun petjanjian (overeenkomsten).

o Fungsi Instrumental  (Instrumentele  functie):  Secara
instrumental, hukum digunakan oleh Pemerintah untuk
mengarahkan kehidupan warga masyarakat. Secara aktif
Pemerintah  dapat mengarahkan  kehidupan  warga
masyarakat itu melalui peraturan perundang-undangan dan
peraturan  lainnya. Secara  pasif pengarahan  itu
diselenggarakan melalui perencanaan (planning).

e Fungsi Perlindungan (Waarborgfunctie): Selanjutnya fungsi
hukum juga memberi perlindungan kepada warga
masyarakat. Perlindungan yang dimaksudkan di sini adalah
petlindungan di bidang reksa pemerintahan, perlindungan
hukum, dan urusan ganti rugi
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Ketiga fungsi hukum di atas ini tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. Penormaan kewenangan memerintah yang
merupakan fungsi normatif hukum itu berkaitan erat dengan
penetapan  sarana yang dipakai oleh Pemerintah untuk
menggunakan wewenang memerintahnya itu. Kemudian .
norma pemerintahan dan  sarana  pemerintahan yang
digunakan itu harus menjamin perlindungan hukum bagi
watga masyarakat. Ketiga fungsi hukum ini yang mewarnai
Hukum  Pertanian, khususnya  Hukum Agribisnis  dan
Agroindustri.

Adapun buku Hukum Agribisnis dan  Agroindustri ini pada
pokoknya terdiri atas dua bagian. Bagian Pertama membahas
tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas proses
Agribisnis dan Agroindustri. Bagian ini membahas tentang
pengaturan dan perlindungan hukum atas pelbagai kegiatan
pertanian itu sendiri, yang meliputi kegiatan pra-panen dan
pascapanen, faktor-faktor utama dan permasalahan Hukuw
Agribisnis dan Agoindustri, serta tanggung jawab Pemerintah
dalam pembangunan Agribisnis itu sendiri.

Sementara itu Bagian kedua akan membahas tentang
pengaturan dan perlindungan hukum atas produk-produk
pertanian. Bagian kedua ini akan berkisar pada pembahasan
tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, masalah pengadaan
pangan, lembaga pengendali pangan, produk-produk pangan
sekunder, keamanan dan pengamanan pangan, pengaturan dan
perlindungan hukum agrofarmasi, agroenergi, serta produk-
produk pertanian nonpangan lainnya.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa karya tulis ini
merupakan hasil pengamatan secara empirik serta refleksi
akademik atas situasi dan kondisi Dunia Pertanian Nusantara
sejak Masa Awal Reformasi (sekitar tahun 2000-an) melalui
harian KOMPAS dan harian KONTAN. Harian KOMPAS
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dipilih karena harian ini merupakan harian nasional paling
terkemuka. Sementara itu harian KONTAN dipilih mengingat
fokus beritanya yang khusus berkaitan dengan urusan
ekonomi-bisnis sehari-hari, yang terkemuka pula.

Dalam rangka itu ada sejumlah fihak yang banyak berperan
dalam penyelesaian buku ini. Untuk itu ucapan terimakasih
perlu disampaikan pertama-tama kepada Romo G. Utomo.
Romo selalu membeti inspirasi dan semangat kerja kepada
saya. Terimakasih atas hal itu Romo.

Kepada mas Bambang Sadharta, terimakasih atas persahabatan
selama ini dan informasi atas permasalahan energi pada
umumnya dan masalah bioenergi khususnya. Demikian pula
terimakasih atas persahabatan Tuti Rahayu dan paparan
tentang  permasalahan  farmasi, khususnya  mengenai
biofarmasi. Khusus tentang masalah napza atau narkoba, saya
sangat berhutang budi atas arahan dr. Adjitijo A. Amidjojo,

Sp.B beserta jajaran pengurus Yayasan Sekar Mawar
Keuskupan Bandung. Terimakasih banyak atas sharing-nya.

Kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, Bandung, khususnya Tristam Pascal Moeliono
dan Robertus Budi Prastowo, terimakasih atas dorongan dan
dukungan anda berdua. Perhatian anda berdua sangat berarti
bagi saya. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Ignatius
Susanto dan Antonius Sudarmanto atas pelbagai urusan teknis
yang selama ini kalian upayakan untuk membantu saya.

Kepada istri dan anak-anak saya, karyatulis ini saya tulis
sebagai ungkapan hati saya bagi kalian. Danang, buku ini
bapak tulis demi kau. Hary, selama bapak menulis, bapak
selalu merasa kau temani. Terimakasih atas itu semua. Bapak
sayang sekali dengan kalian semua. Demikian pula dengan
Wulfram Retnobodro Wijayanto, oom ucapkan terimakasih
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sekali atas dukunganmu dalam segala bentuk selama ini kepada
oom dan keluarga. Dukunganmu sangat membantu ketja dan
petjuangan oom.

Kepada Unparpress, khususnya Bobby Suryo ungka?an

penghargaan dan terimakasih saya sampaikan, atas kesediaan
membantu pengeditan terakhir dan penerbitan buku ini.

Bandung, 20 Januari 2016

Koerniatmanto Soetoprawiro
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Apabila Pengantar Hukum Perfanian terutama mempelajari
aspek sumber daya pertanian, maka Hukum Agtibisnis dan
Agroindustri ini akan dibahas aspek lain dari hukum
pertanian. Aspek lain tersebut adalah aspek pengaturan dan
petlindungan hukum atas perilaku manusia dalam upaya
membudayakan dirinya melalui sektor agribisnis dan
agroindustri itu sendiri. Namun seperd yang juga telah
dikemukakan pada Pengantar Hukum Pertanian, makna
agribisnis  sulit  sekali  dipisahkan dengan makna
agroindustri. Keduanya ibarat dua sisi dari keping koin
yang sama. Faktor pembeda antara keduanya hanya terletak
pada titik berat nuansanya. Agribisnis menitik-beratkan
pada aspek peniagaan atau perdagangannya, sedangkan
agroindustri  menitik-beratkan  pada  aspek  inovasi
produksinya.

Dalam pada itu seperti yang juga telah disinggung pada
DPengantar  Hukum  Pertanian, Hukum  Agribisnis dan
- Agroindustri ini hanya akan membahas tentang pengaturan
dan perlindungan hukum atas Pertanian Primer saja.
~Adapun tentang Pertanian Tersier sesuai dengan sifatnya,
maka pembahasannya akan diselaraskan dengan makna
Pertanian Primer itu sendiri. Dengan demikian Hukum
Agribisnis dan Agroindustri ini akan membahas tentang
agribisnis dan agroindustri yang erat terkait dengan
kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan
petkebunan. Termasuk dalam pengertian hortikultura
adalah kegiatan pertanian tanaman hias, yang pada Pengantar
Hukum  Pertanian  diklasifikasikan sebagai bagian dari
Pertanian Tersier. Lebih jauh, sektor agrowisata yang




merupakan bagian dari Pertanian Tersier pula akan juga
dibahas pada Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini.

Adapun pengertian petlindungan hukum atas agribisnis dan
agroindustri itu sendiri mengandung pengertian bahwa hak-
hak yang terdapat di dalam agribisnis dan agroindustri itu
harus difahami sebagai sesuatu yang diselenggarakan untuk
difahami (recognize), dihargai (respec?), dan dipenuhi (fuifill)
hak-haknya. Secara lebih konkret makna perlindungan
hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013,
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Undang-
Undang P3) adalah segala upaya untuk membantu
pertanian dan petani dalam menghadapi permasalahan
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi,
kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek
ekonomi beaya tinggi, dan perubahan iklim.

. PRINSIP DASAR PERTANJAN PRIMER

Selanjutnya  terkait dengan istilah  agtribisnis dan
agroindustri seperti tersebut di atas, patut dicatat di sini
pandangan Sjamsoe’oed Sadjad (2012). Sjamsoe’oed Sadjad
berpandangan bahwa pertanian itu pada hakekatnya
merupakan sebuah proses industti dan petani adalah
industriawannya. Hal ini mengingat bahwa segenap
persyaratan sektor industri itu terpenuhi dalam sektor
pertanian itu. Dalam sektor pertanian itu dijumpai lahan
garapan, bahan baku, dan sarana produksi. Ada pula
proses, produk, dan sistem manajemen, serta permodalan.
Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor industri itu sendiri.
Lebih jauh, sektor pertanian juga berorientasi pada nilai
tambah, baik melalui peningkatan mutu maupun melalui
efisiensi kerja. Dengan demikian peraturan perundang-
undangan dan kebijakan Pemerintah tentang pertanian
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harus ditata dalam konsteks ini pula (Sjamsoe’oed Sadjad,
2012).

Sama seperti halnya kegiatan bisnis lainnya maka kegiatan
pertanian ptimer sebagai bagian dari kegiatan agribisnis
juga beranjak dati suatu prinsip dasar bisnis. Prinsip dasar
agribisnis tersebut adalah bahwa pada dasarnya produk
pertanian itu relatif terbatas adanya. Sebaliknya, kebutuhan
masyarakat akan produk pertanian itu sendiri relatdf tidak
terbatas. Atas dasar itu maka terjadilah transaksi agribisnis.
Produk pertanian yang merupakan hak milik produsen
pertanian beralih kepemilikan kepada konsumen, yang
berhasrat memenuhi kebutuhannya itu. Sama juga halnya
dengan proses bisnis pada umumnya, tujuan utama proses
agribisnis ini adalah memperoleh keuntungan ataupun
profit yang sebesar-besarnya. Selain itu agribisnis juga
bersifat produktif dan harus betkelanjutan (cf. Anton
Djuwardi, 2010:74). '

Sama juga halnya dengan proses bisnis pada umumnya,
dalam proses agribisnis ini juga seringkali terjadi persaingan
dagang. Suasana saling berkompetisi inilah yang pada
hakekatnya merupakan suatu nilai positif, terutama bagi
konsep pasar bebas. Para petani atau pelaku agribisnis
justru diharapkan untuk menawarkan segala sesuatu yang
terbaik dari proses serta produk pertanian yang dimilikinya
itu. Rasionalitas inilah yang diharapkan oleh para
konsumen, agar mereka pada akhirnya memperoleh produk
dan pelayanan yang prima dari produsen agribisnis itu
sendiri atau tidak.

Sejalan dengan itu Bungaran Saragih (1999) berprinsip
bahwa sektor pertanian tidak dapat hanya berhenti pada
keunggulan komparatif, melainkan harus pula membangun
keunggulan kompetitif sektor agtibisnis. Sektor agribisnis



nasional tidak dapat hanya bertumpu pada kelimpahan
sumber daya  (fator-driven), melainkan juga harus
ditransformasikan ke arah sektor agribisnis yang didorong
oleh investasi (investment-driven) dan lalu pada dotfongan

inovasi (znovation-driven) (Bungaran Saragih, 1999).

Dalam hal ini hukum berperan untuk mengatur dan
melindungi para fihak yang terlibat dalam kegiatan
agribisnis, agar mereka memperoleh kepastian akan hak
dan kewajibannya. Hukum yang baik akan menjaga agar
para fihak dalam kegiatan agribisnis tersebut memenuhi
kewajibannya dan memperoleh haknya masing-masing
sebagaimana yang seharusnya. Hukumpun petlu untuk
mengendalikan upaya meraih keuntungan dalam melakukan
agribisnis  yang sebesar-besarnya, karena kehidupan
beragribisnis itu sendiri pada akhirnya serba terbatas
adanya. Di samping itu hukum juga bertugas untuk
menjaga agar pasar agribisnis tetap berfungsi sebagai
tempat bertransaksi secara fair. Artinya, pasar agtibisnis
perlu dijaga agar justru tidak menjadi ajang salah satu
pelaku agribisnis melindas pelaku agribisnis yang lain.
Hukum juga bertugas untuk menjaga agar proses produksi
pertanian senantiasa berlangsung tanpa menghancurkan
martabat manusia, nilai-nilai kehidupan, serta kelestarian
alam dan ekologi. Dengan demikian dalam mengatur
kegiatan agribisnis, hukum senantiasa bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pancasila.

Dalam pada itu Siswono Yudo Husodo (2013) menegaskan
bahwa sektor pertanian yang sehat itu dapat diandalkan
untuk memperbaiki empat hal sckaligus. Keempat hal
tersebut adalah:

® Meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani

¢ Membangun kemandirian pangan




e Menghemat devisa

e Menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan
ekonomi ke depan.

Meski demikian secara umum hukum dan pemerintahan
harus tetap berperan demi tetap terselenggara dan
tereksanya keadilan, ketertiban, dan perdamaian itu senditi,
terutama dalam kehidupan pertanian pada umumnya, serta
agribisnis dan agroindustri pada khususnya. Selain itu
kepentingan umum juga perlu direksa oleh Negara. Hal ini
. mengingat kepentingan umum itu sendiri merupakan segala
sesuatu yang harus ada dan tersedia agar segenap
kepentingan masing-masing pribadi dapat terselenggara
secara optimal. Sistem transportasi ataupun infrastruktur

k lainnya misalnya, perlu disediakan oleh Negara agar

| ~ pula.

kepentingan setiap pelaku usaha pertanian dapat memenuhi
kebutuhannya masing-masing secara optimal. Demikian
pula halnya dengan lembaga peradilan ataupun lembaga
atbitrasi yang harus disediakan oleh Negara agar upaya para
fihak untuk menyelesaikan sengketa atau perkaranya dapat
betlangsung secara adil, tertib, dan damai secara optimal

. METODA PEMBAHASAN

Senada dengan Pengantar Hukum Pertanian, pemaparan
Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini juga pada
ptinsipnya akan terdiri atas tiga langkah pokok. Pertama-
 tama akan disimak ada tidaknya permasalahan hukum di
dalam urusan agribisnis dan agroindustri ini. Hal ini
~ mengingat, tidak semua aspek agribisnis dan agroindustri
_ itu berkaitan dengan urusan hak dan kewajiban, apalagi
~ dengan urusan kewenangan dan tanggung jawab. Artinya,
tidak segenap aspek dalam agribisnis dan agroindustri perlu
~ diatur dan mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya,



